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Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan 

menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan 

cepat. Kemajuan teknologi yang semakin pesat layaknya pisau bermata dua, tidak hanya 

membawa dampak positif namun diikuti dengan serangkaian dampak negatif. Dari sekian 

banyak dampak negatif dari perkembangan teknologi ini, salah satunya yang paling berdampak 

pada kehidupan bermasyarakat yaitu Pornografi. Perbuatan yang bertentangan dengan nilai-

nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat serta dianggap patut untuk dihukum sesuai 

dan searah dengan keberadaan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan tersebut, antara lain 

sifat melawan hukum materiil, selain diarahkan pada rumusan dalam ketentuan perundang 

undangan juga bertentangan dengan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat. Jika seseorang 

sudah kecanduan terhadap pornografi, maka orang tersebut cenderung memiliki dorongan 

untuk melakukan/ mempraktekkan sebagaimana materi pornografi yang mereka lihat di 

internet/ media massa di kehidupan nyata dengan melibatkan orang lain hingga merugikan 

lingkungan sekitarnya dengan tujuan untuk memuaskan hasrat seksualnya. Salah satu contoh 

bentuk perilaku meyimpang seksual yang merugikan orang lain dan lingkungan sekitar adalah 

perilaku eksibisionisme. Pasal 10 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 

menjelaskan bahwa setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam 

pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, 

persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Maksud dari pornografi lainnya 

menurut penjelasan pasal 10 adalah antara lain kekerasan seksual, masturbasi, dan onani. 

Mempertontonkan diri dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan (yang diatur dalam 

Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008) dibandingkan dengan istilah yang berkembang di 

masyarakat yaitu Eksibisionisme (memperlihatkan/ mempertontonkan alat vital kepada orang 

tidak dikenal (pelaku disebut eksibisionis)) mempunyai arti yang sama yaitu memperlihatkan 

atau mempertontonkan dirinya dimuka umum yang mengandung unsur ketelanjangan, apabila 

keduanya dibandingkan berdasarkan pengertiannya. Dan kemudian peneliti hubungkan unsur-

unsur dari pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan istilah 

yang berkembang dimasyarakat ini (eksibisionisme) keduanya pun memiliki kesamaan pada 

peristiwa dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh setiap orangnya (pelakunya), dan pula 

dilarang karena dianggap sebagai sebuah bentuk kejahatan terhadap kesusilaan. Maka dari itu 

peneliti menyimpulkan bahwa istilah perilaku eksibisionisme ini dapat dikaitkan dengan 

ketentuan-ketentuan dan unsur-unsur yang diatur dalam pasal 10 Undang Undang Nomor 44 

Tahun 2008 tentang Pornografi. Untuk perbuatan Eksibisionisme sendiri tidak ada peraturan 

yang secara umum/ khusus mengatur tentang ini didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana 

maupun diluar Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Undang Undang), yang kemudian 

peneliti hubungkan antara perbuatan eksibisonisme dengan pasal 10 Undang Undang Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Pornografi pada paragraf sebelumnya. Namun demikian, penegakan 

hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menjerat para pelaku tindak pidana 

eksibisionisme ini berjalan dengan kurang efektif. 
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Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang proses 

pembuktian terhadap tindak pidana eksibisionisme dan untuk mengetahui alat-alat bukti yang 

digunakan didalam proses pembuktian tindak pidana eksibisionisme. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian skripsi ini adalah 

deskriptif analitik yaitu memberikan gambaran jawaban mengenai permasalahan berdasarkan 

data-data yang diperoleh pada saat penelitian yang dilakukan peneliti dengan pendekatan 

perundangan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menyangkut pengaturan tentang proses 

pembuktian eksibisionisme sebagai tindak pidana pornografi. 

Yang hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Eksibisionisme adalah sebuah kejahatan kesusilaan, karena perilaku eksibisionis 

merupakan sebuah bentuk serangan atau ancaman yang akan berdampak serius dan 

menimbulkan rasa trauma dan khawatir akan lingkungan sekitar bagi korban, maka dari 

itu eksibisionis harus diproses hukum. Pengaturan tentang tindak pidana eksibisionisme 

diatur dalam pasal 10 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juncto 

pasal 36 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bahwa pengaturan 

tentang proses pembuktian terhadap tindak pidana eksibisionisme mengikuti dan 

berdasarkan pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang 

Hukum Acara Pidana, kecuali ada ketentuan-ketentuan khusus yang diatur sendiri oleh 

Undang Undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sangat berpengaruhnya alat-alat 

bukti didalam pembuktian sidang perkara tindak pidana eksibisionisme ini, dan juga 

pengaruh majelis hakim yang mempunyai keyakinannya masing-masing dalam 

memandang kesaksian dan bukti-bukti yang ditampilkan di sidang pengadilan akan 

sangat menentukan bagaimana akhirnya majelis hakim akan menjatuhkan hukuman 

terhadap terdakwa.  

2. Terdapat alat-alat bukti yang sah yang diatur didalam Undang Undang yang berlaku di 

Indonesia yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana eksibisionisme ini yang 

diantaranya berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang 

Undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, dan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 

Dengan adanya alat-alat bukti tersebut maka diharapkan akan mempermudah jalannya 

proses pembuktian terdahap tindak pidana eksibisionisme dan juga membantu hakim 

untuk dapat memutuskan vonis kepada pelaku dengan seadil-adilnya. 

 

  



 

viii 

 

ABSTRAK 

Eksibisionisme adalah sebuah kejahatan kesusilaan, karena perilaku eksibisionis merupakan 

sebuah bentuk serangan atau ancaman yang akan berdampak serius dan menimbulkan rasa 

trauma dan khawatir akan lingkungan sekitar bagi korban, maka dari itu eksibisionis harus 

diproses hukum. Pengaturan tentang tindak pidana eksibisionisme diatur dalam pasal 10 

Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juncto pasal 36 Undang Undang 

Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bahwa pengaturan tentang proses pembuktian 

terhadap tindak pidana eksibisionisme mengikuti dan berdasarkan pada Undang Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ada 

ketentuan-ketentuan khusus yang diatur sendiri oleh Undang Undang 44 Tahun 2008 tentang 

Pornografi. Dasar hukum yang mengatur tentang alat-alat bukti yang sah untuk kepentingan 

pembuktian tindak pidana eksibisionisme diatur pada KUHAP, UU ITE, dan UU Pornografi 

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang proses 

pembuktian terhadap tindak pidana eksibisionisme dan untuk mengetahui alat-alat bukti yang 

digunakan didalam proses pembuktian tindak pidana eksibisionisme. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian skripsi ini adalah 

deskriptif analitik yaitu memberikan gambaran jawaban mengenai permasalahan berdasarkan 

data-data yang diperoleh pada saat penelitian yang dilakukan peneliti dengan pendekatan 

perundangan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menyangkut pengaturan tentang proses 

pembuktian eksibisionisme sebagai tindak pidana pornografi 

Kata kunci (keyword): pornografi, eksibisionisme, pembuktian, 
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